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ABSTRAK
Shopst ine berpudul TAKIBAT HUKUM KEGAGALAN PEMENUHIAN  KOMIIMEN
TERHADAP KEABSAHAN PERSEROAN 1TERBATAS BERDASARKAN PERATTURAN
PEMERINTAHNOMOR 24 TAHUN 2018 TENT ANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
FERINTEGRASE SECARA ELEKTRONIK™ Perscman [erbatas merupakan suaty badan
hukum persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegratan usaha
dengan modal dasar yang scluruhnya terbagi daiam saham, serta memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dalam
penerbitan penzinan berusaha, meskipun izin usaha sudah diterbitkan, para pelaku usaha tidak
berarti bisa langsung menyalankan usahanya. Pelaku usaha harus terlebih dahulua memperoleh
izin operasional dan/atau izin komersial. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin sendin
merupakan tindakan hukum pemerintah, sebagar tindakan hukum, maka harus ada wewenang
yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas,
tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu terjadi tidak sah, aleh karena itulah dalam hal
membuat dan menerbitkan izin harusiah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh
peraturan perundangan yang berlaku. Permasalahan dalam skripsi ini ialah bahwa bagi para
pelaku usaha dalam hal mendirikan perseroan terbalas, terkadang timbul kegagalan atau
kelalaian pada saat pemenuhan komitmen pendirian perscroan terbatas, sehingga menimbulkan
aldbat hukum bagi para pelaku usaha. Dari akibat hukum serta kerugian yang ditimbulkan darn
kegagalan pemenuhan komitmen dalam hal pendaftaran perscroan terbatas, mengharuskan
pelaku usaha untuk melakukan upaya-upaya hukum agar dapat metaksanakan usahanya.
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini ialah metode penclitian
hukum empiris, dengan didukung beberapa pendekatan penelitian yang melipuli pendekatan
Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan teeri perlindungan
hukum dan teori kepastian hukum sebagai basis teorinya. Apabila perusahaan mengalami
kegagalan dalam memenuhi pemenuhan komitmen perusahaan maka secjatinya dapat
diterapkan sanksi sebagaimana yang telah diatur datam ketentuan Pasal 32, 33 dan 34 Undang-
Undang Wajib Daftar Perusahaan sebagail upaya tnencegah kelalaian perusahaan dalam hat
pemenuhar komitmen kedepan.

Kata kunci: Akibat hukum, Kegagalan Pemenuvhan Komitmen, dan Perseroan
Terbatas.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah dan tujuan pembangunan ekonomi nasional sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propernas) ialah, berusaha
untuk mewujudkan sesuatu masyarakat yang adil dan makmur, dimana masyarakat
yang adil dan makmur tersebut akan diwujudkan melalui pembangunan di
berbagai bidang, diantaranya yaitu bidang ekonomi. Pembangunan di sektor
ekonomi identik dengan pembangunan-pembangunan sektor seperti, sektor
pertanian, sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor peternakan, sektor industri,

sektor perdagangan, jasa-jasa, dan lain-lain.*

Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam
menjalankan usahanya para pengusaha banyak memilih dalam bentuk Perseroan
Terbatas, antara lain karena Modal/Saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari
kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang
terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau
direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan
tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan ketentuanPasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan: “Perseroan Terbatas, yang

1 Aminuddin Hmar, 2007, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta : Kencana, him. 1.



selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya”.

Sementara itu, menurut Sri Redjeki Hartono, Perseroan Terbatas yang
selanjutnya disingkat PT merupakan suatu persekutuan guna menjalankan suatu
perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang terbagi kedalam
sejumlah sero atau saham tertentu.? Hal ini berbeda dengan KUHD yang tidak
tegas menyebutkan suatu Perseroan merupakan badan hukum. Dimana suatu badan
hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Adanya harta kekayaan yang terpisah.

2) Mempunyai tujuan tertentu.

3) Mempunyai kepentingan sendiri;dan

4) Ada organisasi yang teratur.

Perseroan Terbatas adalah komponen bisnis yang penting dan banyak
terdapat di dunia, termasuk di Indonesia yang merupakan badan hukum atau legal
entity yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang
lain. Salah satu ciri yang membedakan PT dengan badan usaha lainnya dapat

dilihat dari doctrine of separate legal personality yang intinya menjelaskan bahwa

2Sri Redjeki Hartono, 1985, Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga, Semarang:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, him. 47.



terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham)
dengan kekayaan badan hukum itu sendiri.?

Agar suatu PT dapat menjalankan fungsinya sebagai rechtpersoon , ada

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain :

1) Para pendiri harus mendirikan PT berdasarkan Akta Notaris yang dibuat
dalam bahasa Indonesia, akta pendirian tersebut mencakup pula anggaran
dasar dari PT yang bersangkutan dan keterangan lain berkaitan dengan
pendirian PT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas

2) Pendirian bersama-sama mengajukan permohonan melalui Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) Online untuk mendapatkan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan
hukum PT paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen
pendukung. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman
Perseroan Terbatas dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia

3) Setelah mendapatkan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM,

Direksi mendaftarkan PT (beserta akta pendirian) tersebut dalam daftar

8 Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2007, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Jakarta:
Raja Grafindo Persada, him. 7.
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Perusahaan sebagaimana diwajibkan. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

4) Sebuah Badan hukum berbentuk PT untuk bisa melakukan kegiatan usaha
perdagangan misalnya, proses yang berjalan sebelum adanya OSS adalah
dengan menyelesaikan proses pendiriannya mulai dari akta dan Surat
Keterangan (SK) Kemenkumham dan selanjutnya mengurus dokumen
legalitas dan perizinan usaha di tempat yang berbeda. Misalnya Surat
Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) diurus di kelurahan, Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) setempat, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) di kantor kecamatan atau walikota.

Berdasarkan proses perizinan PT di atas, maka Izin merupakan salah satu
bentuk keputusan pemerintah, berdasarkan Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, lzin adalah keputusan pejabat
pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin sebagai
salah satu bentuk keputusan pemerintah terbit melalui serangkaian proses yang
dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahapan pemberian keputusan.

Apabila mengacu pada perizinan tersebut perizinan memiliki pengerrtian

lain yaitu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan



tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.* Selain itu izin juga
dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.
Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :°

1) 1zin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih
sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk
melakukan sesuatu yang mestidilarang.

2) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali
diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang
disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas
tertentu bagi tiap kasus.

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan
kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau
diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan
dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.® Merujuk pandangan M.Hadjon
dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi, perizinan sebagai
salah satu keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau
ketentuan-ketentuan perintah. Larangan ini tidak dimaksudkan secara mutlak

namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara yaitu

“Philippus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya : Yuridika, him. 2.

®Ibid., him. 3.

Adrian Sutedi, 2017, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik , Jakarta: Sinar Grafika,
him. 168.



dengan cara mengeluarkan izin, khususnya dengan menghubungkan peraturan-
peraturan pada izin itu.’

Kemudian pada Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, pemerintah daerah mempunyai wewenang otonomi dan tugas
pembantuan, salah satunya adalah mengeluarkan izin sebagai mana tercantum
dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23/2014). Kewenangan yang
diberikan bukan kewenangan utuh tetapi masih memperhatikan pemerintah pusat
sehingga tetap harus memperhatikan koordinasi dari pemerintah pusat
sebagaimana ketentuan pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang
Nomor 23/2014.

Kewenangan mengurus perizinan termasuk dalam urusan pemerintahan
konkuren sehingga dalam pelaksanaannya sangat erat kaitannya antara pemerintah
pusat dengan  pemerintah daerah. Saat ini pemerintahan diseluruh dunia
khususnya di Indonesia tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk
meningkatkan kualitas pelayanan public dan meningkatkan partisipasi aktif dalam
pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif.2 Hal

tersebutlah yang kemudian mendorong pemerintahan berbasis elektronik semakin

"Philipus M. Hadjon, 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, him. 126.
8Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui Electronic Government, Jurnal Sasi, 2017, Vol.5

No. 2.



diterapkan disemua jenjang administrasi publik tidak terkecuali dalam lingkup
perizinan.

Namun, seiring berjalannya waktu dan banyak terjadinya dinamika hukum
yang telah terjadi maka dibuatlah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. Kehadiran peraturan pemerintah memperkenalkan suatu lembaga baru
yang melaksanakan kewenangan penerbitan perizinan berusaha melalui lembaga
yang bernama Online Single Submission yang selanjutnya dapat disebut (OSS).
Hal ini dijelaskan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Kehadiran Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 ini menghadirkan tata cara
perizninan berusaha secara elektronik.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018), Presiden Joko
Widodo selaku kepala pemerintahan tertinggi memaksa pemerintah daerah untuk
segera menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau
online single submission (OSS).Hal tersebut dimaksudkan untuk mengejar
ketertinggalan Indonesia dalam kemudahan layanan perizinan. Sehingga dalam
rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dibentuklah
OSS.

Pasca berlakunya OSS dalam rangka menunjang ease of doing business

(EODB) ternyata berkorelasi secara signifikan dalam menaikkan peringkat



kemudahan perizinan di Indonesia. Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan
mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung
dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Dengan
diundangkannya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tentunya mengubah secara
mendasar sistem penerbitan izin di Indonesia. OSS dimaksudkan untuk
mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas.

Pemangkasan prosedur yang lama dimana pada mulanya pemohon izin
memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha Kkini
melalui OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan informasi dan kejelasan
prosedur dalam berbagai tahap. Secara teknis OSS merupakan aplikasi berbasis
web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan
untuk selajutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran
pengambil keputusan, aplikasi web OSS ini menyediakan informasi seperti data
permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data
perizinan daerah, dan lain-lain.®

Langkah-langkah untuk mendapatkan izin usaha berdasarkan PP 24/2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diantaranya:

1) Menyatakan komitmen penyelesaian izin prasyaratnya, yaitu lzin Lokasi,

® Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Online Single Sub-
mission (Panduan Penggunaan Registrasi OSS version 1.00 Kementerian Koordinator Bidang Pere-
konomian Republik Indonesia 2018), 2018, Diakses Tanggal 18 Januari 2020 Pukul 23.20 WIB.



Izin Lingkungan, IMB, atau persyaratan izin usaha lainnya (jika
dipersyaratkan).

2) OSS menerbitkan Izin Usaha atau izin komersial.

3) Menerima notifikasi dari OSS bahwa Izin Usaha telah diaktivasi setelah

pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Lokasi, lzin Lingkungan/SPPL,
Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, persyaratan
izin usaha lainnya telah dipenuhi dan telah melakukan pembayaran (jika
dipersyaratkan).

Adapun Pasal 1 Angka 5 PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mendefinisikan OSS sebagai perizinan
berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,
pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui
sistem elektronik yang terintegrasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 5 juncto Pasal 19 Ayat (2) PP
24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik perizinan yang dikeluarkan olenh OSS ialah untuk dan atas nama
menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota kepada pelaku
usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya frasa untuk dan
atas nama maka kewenangan dari OSS tersebut berupa mandat yang berdasarkan
ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan berarti pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau

pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat
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pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap
pada pemberi mandat.

Kewenangan yang bersifat mandat tersebut berarti tanggung jawab dan
tanggung gugat tetap berada pada pemerintah daerah (pemberi mandat) namun
dalam OSS pemerintah daerah tidak dapat dengan leluasa mengontrol penerbitan
perizinan tanpa komitmen seperti izin usaha perdagangan yang merupakan izin
usaha sekaligus merupakan izin komersial atau operasional untuk kegiatan
perdagangan.

Sebagai upaya pemerintah dalam perbaikan pelayanan perizinan, perizinan
dilakukan dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PPTSP), Permendagri ini mewajibkan pemerintah daerah melakukan
kegiatan penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha, pembentukan
lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah, perbaikan sistem
informasi, dan pelaksanaan monitoring proses pelayanan perizinan.

Maka pemerintah daerah harus melakukan perbaikan serta dukungan sistem
informasi. dukungan sistem informasi dalam hal ini meliputi pembangunan sistem
informasi, penyusunan basis data, dan penerapan sistem informasi yang terencana
dalam bentuk elektronik komputer serta terintegrasi sehingga proses komunikasi

antar bagian di dalam PPTSP bisa saling terhubung secara online dengan jaringan
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Lokal LAN ataupun semua bagian internet yang dapat diakses World Wide Web
melalui pengaksesan website.°

Catatan penting dalam penerbitan perizinan berusaha bahwa meskipun izin
usaha sudah diterbitkan para pelaku usaha tidak berarti bisa langsung beroperasi.
Pelaku usaha harus memperoleh izin operasional dan/atau izin komersial terlebih
dahulu sebagai syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 41 PP 24/2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu izin lokasi, izin
lokasi perairan, izin mendirikan bangunan.

Dengan demikian Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan
tindakan hukum permerintahan,sebagai tindakan hukum maka harus ada
wewenang Yyang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus
berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu
menjadi tidak sah,oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin
haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangan
yang berlaku. Sebab apabila terjadi kelalaian atau kegagalan terhadap pemenuhan
komitmen yang dilakukan pelaku usaha maka dapat berdampak terhadap
keabsahan PT tersebut.

Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi para pelaku usaha untuk
mendirikan Perseroan Terbatas, Terkadang timbul kegagalan atau kelalaian pada

saat pemenuhan komitmen untuk pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Sehingga

1°Bayu Waspodo, Ahmad Nurul Fajar, dan Noor Hadi Prayitno, Sistem Informasi Pelayanan
Mendirikan Bangunan dan Peruntukan Penggunaan Tanah pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang, Jurnal Sistem Informatika, 2015, Vol. 8. No. 2.
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menimbulkan akibat hukum bagi para pelaku usaha. Dari akibat hukum serta

kerugian yang ditimbulkan dari kegagalan pemenuhan komitmen dalam hal

pendaftaran perseroan terbatas, sehingga mengharuskan pelaku usaha untuk
melakukan upaya-upaya hukum agar dapat melaksanakan usahanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut melalui skripsi
yang berjudul “AKIBAT HUKUM KEGAGALAN PEMENUHAN
KOMITMEN TERHADAP KEABSAHAN PERSEROAN TERBATAS
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap keabsahan perseroan
terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tidak
terlaksana?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap kegagalan pemenuhan komitmen pada
pendaftaran perseroan terbatas?

3. Bagaimana upaya hukum apabila terjadi kegagalan pemenuhan komitmen pada

pendaftaran perseroan terbatas?
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk, yaitu :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap keabsahan
perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum kegagalan pemenuhan
komitmen terhadap keabsahan perseroan terbatas.
3. Untuk menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila terjadi

kegagalan pemenuhan komitmen pada pendaftaran perseroan terbatas.

D. Manfaat Penelitian
Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis
dan pembaca, antara lain:
1. Manfaat Teoritis
a) Sebagai sumbangan pemikiran dalam konteks pengembangan ilmu hukum
terutama yang berhubungan dengan praktik pendirian Perseroan Terbatas
(PT) secara elektronik menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang terkait yang berlaku di Indonesia.
b) Sebagai sumber ilmu informasi dan perbendaharaan karya ilmiah Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya dalam hal hukum Perusahaan.
2. Manfaat Praktis
a) Bagi Peneliti

Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum yang didapat dan
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dipelajari selama duduk di bangku kuliah serta dapat menambah
pengetahuan mengenai ilmu hukum tentang praktik pendirian perseroan
terbatas (PT) secara elektronik dan dapat menyelesaikan permasalahan
yang berkaitan dengan hal tersebut.

b) Bagi Pembaca
Diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan mengenai
penyelesaian masalah yang timbul dari praktik pendirian perseroan

terbatas (PT) secara elektronik di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ruang
lingkup skripsi ini meliputi materi berupa ketentuan normatif mengenai praktik
praktik pendirian perseroan terbatas (PT) secara elektronik dalam perspektif
Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sementara ruang lingkup dalam bidang
ilmu adalah ilmu keperdataan dalam kajian hukum Perusahaan.

F. Kerangka Teori

Teori berguna untuk menjelaskan atau menerAngkan mengapa proses tertentu
atau gejala spesifik terjadi, kemudian suatu teori haruslah diuji dengan dengan
menghadapkannya pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, yang

kemudian dapat menunjukkan suatu bangunan berpikir yang tersusun secara
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sistematis, rasional (logis), empiris, dan juga simbolis.!! Teori tidak hanya
digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, melainkan pula dalam kehidupan
sehari-hari dimasyarakat.

Dalam kerangka ilmu pengetahuan, teori juga sering pula diberi istilah sebagai
model, konsep, aliran, doktrin, sistem, paradigm dan lain sebagainya. Menurut
Sudikno Mertokusumo, Teori hukum merupakan cabang dari ilmu hukum yang
membahas atau menganalisis, tidak hanya menjawab serta menjelaskan pertanyaan
atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan
menggunakan metode sintesis saja.

Dikatakan secara kritis karena permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan teori
hukum tidak cukup dijawab langsung secara otomatis oleh hukum positif,
melainkan memerlukan penalaran atau argumentasi.?

Sejalan dengan uraian diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan penulis
gunakan dalam penelitian ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek ‘“seharusnya” atau das sollen dengan
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-
Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi

individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan

11 Otje salman dan Anton F Susanto, 2010, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan
Membuka Kembali, Jakarta: Rafika Aditama Press, him. 21.
12 Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, him. 87.
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sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu
menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersbut menimbulkan
kepastian hukum.*3

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap
tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu
arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan
adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban
menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang
harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau
tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui
penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula
penerapanya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan
objeknya serta ancaman hukumanya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin
sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana
yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas
manfaat dan efisiensi. Karena kepastian hukum berhubungan langsung dengan
pemenuhan komitmen vyang dilakukan pelaku usaha, apabila pemenuhan
komitmen tersebut gagal, maka akan timbul ketidak pastian hukum terhadap izin

yang telah didapat.

13peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar IImu Hukum, Jakarta: kencana, him. 58.
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2. Teori Perlindungan Hukum

Salah satu tujuan dari pada hukum adalah untuk menkoordinasikan dan
mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu lalu lintas
kepentingan masyarakat tersebut, perlindungan terhadap suatu kepentingan
tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.
Kepntingan hukum merupakan suatu kepntingan untuk mengurusi hak dan
kewajiban manusia, sehingga kemudian hukum memiliki otoritas tertinggi untuk
dapat menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.*

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk
mencapai tujuan tersebut. Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum
merupakan suatu penyempitan makna dari kata perkindungan, dalam hal ini berarti
hanya perlindungan dalam hukum saja. Perlindungan yang dijamin oleh hukum,
terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia atau badan
hukum sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia atau badan
hukum lain serta lingkungannya.®

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu:®

1) Perlindungan Hukum Preventif

14 Satjipto Raharjo, 2000, llmu Hukum, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, him. 54.

15 Setiono, Rule of law (Supremasi Hukum), 2004, Surakarta: Megister IImu Hukum
Universitas Sebelas Maret, him. 3.

16 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT.
Bina lImu, him. 25.
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Perlindungan yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah
terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran atau

memberi batasan-batasandalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum akhir berupa
sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan
apabila suatu pelanggaran telah terjadi dengan tujuan untuk menaggulangi
pelanggran tersebut. Berkaitan dengan pendaftaran PT, maka apabila
terjadi suatu kegagalan pemenuhan yang dilakukan oleh pelaku usaha
terhadap ketentuan atau persyaratan yang telah ditentukan, tentu saja akan
menimbulkan akibat hukum bagi para pelaku usaha. Hal ini tentu saja
berhubungan langsung dengan bentuk perlindungan hukum bagi para

pelaku usaha itu sendiri.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode.

Sistematika, dan pemikiran, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran secara

metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya menggunakan cara

atau metode tertentu, sistematis artinya dengan menggunakan sistem tertentu, dan

konsisten berarti tidak ada hal bertentangan dalam kerAngka tertentu.!’ Penelitian

17 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Adytia

Bakti, him.2.
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dilakukan guna memperoleh data seahingga dapat menjawab suatu permasalahan
yang sesuai dengan fakta yang ada dan tentukannya dapat dipertanggungjawabkan.
Metode penelitian adalah ilmu untuk melakukan penelitian secara sistematis
atau teratur. Dengan demikian, metode penelitian hukum merupakan ilmu tentan
cara atau langkah dalam melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis).
Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai
berikut:
1. Tipe Penelitian
Dalam mengkaji dan meneliti masalah yang ada pada penelitian ini, penulis
melakukan penelitian hukum dengan metode penelitian hukum empiris.
Artinya, penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian
yang nyata dalam meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.*®
2. Pendekatan Penelitian
Sebagai acuan untuk dapat menyusun argumentasi yang tepat, penulis
menggunkan dua jenis pendekatan (approach), yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji

semua peraturan perundang-undangan yang berkitan dengan permasalahan

18 puput Purwanti, 2018, Dua Pengertian Hukum Empiris Dalam Kajian Penelitian , URL :
https://hukamnas.com/pengertian-hukum-empiris, diakses pada 19 September 2019 pukul 19;24
WIB.
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yang akan dibahas.!® Kegunaan dari pendekatan perundang-undangan yaitu
akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari hal yang
berkaitan dengan kesesuain dan konsistensi antara undang-undang yang
satu dengan undang-undang lainnya atau suatu undang-undang dengan
Undang-Undang Dasar. Hasil dari telaah tersebutlah kemudian dapat
dijadikan argument atau pendapat untuk memecahkan masalah yang
dihadapi.?
2) Pendekatan Konsep (conceptual approach)

Menurut Peter Mahmud, pendekatan konsep hukum adalah pendekatan
yang beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang

berkembang dalam ilmu hukum.?

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli atau
sumber langsung dari informan di lapangan yang memiliki infomasi

mengenai data tersebut. Adapun yang menjadi informan sebagai data

19 Soerjono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia
Press, him. 96.

20 Dyah Ochtoria Susanti dan A’am Efendi, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research),
Jakarta: Sinar Grafika, him. 17.

21 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, him. 94.
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primer adalah ibu Ika Oktavianti, S.E., S.Kom selaku Kepala
Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah Il di kota
Palembang,

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka yang oleh
penulis digunakan juga sebagai penunjang data primer. Data sekunder
berupa bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas.?? Bahan hukum primer
berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti berupa:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara
Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215;

¢. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

22 1bid, him. 181.
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Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756;

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan-
bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi® meliputi
buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar
atas putusan pengadilan.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dimaksudkan untuk memperkaya dan
memperluas wawasan peneliti. Adapun bahan-bahan hukum
tersier berupa kamus-kamus hukum, kamus besar Bahasa
Indonesia, kamus bahas Inggris, kamus bahasa Belanda, dan
lain sebagainya. Bahan-bahan hukum tersier dapat digunakan
apabila dianggap perlu sepanjang mempunyai relevansi dengan
topik penelitian.?* Relevan atau tidaknya bahan-bahan hukum
tersier bergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan

itu.

23 1bid, him. 181.
24 1bid, him. 183.
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4. Analisis Bahan Hukum
Analisis terhadap bahan hukum dilakukan setelah diperoleh semua
bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan
dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis ini dilakukan
terhadap bahan-bahan hukum agar tersusun secara sistematis dan ringkas
sehingga diharapkan akan timbul sekaligus dapat ditarik suatu kesimpulan
dari bahan-bahan hukum tersebut yang dapat menjawab permasalahan

dalam penelitian ini.?®

5. Teknik Penarikan Kesimpulan
Dalam skripsi ini, teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan
adalah secara deduktif. Penarikan kesimpulan ini merupakan pernarikan
kesimpulan yang dimulai dengan hal-hal bersifat umum menuju hal-hal yang
bersifat khusus atau jika dikaita dengan ilmu hukum, hal-hal yang diawali

dari suatu hukum menuju hal-hal yang bersifat konkret.?

%5 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2016, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, him. 319.
%6 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, him. 103.
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